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Menimbang : a.

c.

Mengingat : 1.

PERATU RAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR:9 TAHUN2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan

kanrenangan penuh kepada lGbupaten lGtingan untuk mengahr
urusan rumah bngga sendiri;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 158 Tahun 2005'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587)
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Urrdang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten lGtingan, lGbupaten Senryan, Kabupatenlamandau,
lGbupaten Sukamara, lGbupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provirsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambalnn Lembaran Negara Nomor4180);

Undarg-Undang Nomor 10 Tahun zAM tenhng Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negana Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor
438e);
Undarq-Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemen'ntalnn Daerah
(Lembaran Negara Republik lrdonesia Tatrun 2W Nornor 125

Tambahan Lembaran Negara Nomor 44n,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2W tenbrg Perimbangar
Keuangan antara Pemerintah ftlsat dan Perneriniah Daera-,
(Lembaran Negara Republik lrdonesia Tahrn 2W Norns 1n
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentarg Kevlenangarr
Pemerintah dan Kevuenangan Provirsi sebagai Daerah Otorsn
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tatr.rn 2000 Nomor 54
Tambahan Lembar:an Negara Norna 3952 );

b.

2.

4.

5"
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6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2AOS Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor4593).

8. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
sebagai Daerah otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor
3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATTNGAN

dan
BUPAT! KATINGAN

T1/IEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURATI OnenAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
BADAN PERII/IUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTI.'AN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerbh Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu,
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam lkatan Negara Kesatuan Republik lndonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupdti dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. BupatJ adalah Bupati Katingan;

1.. DPRD adalah Dewan Penivakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kSupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
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8.

o

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
:stradat seten:pat yang diakui ian dihormair daiam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelerBgamn urusan pemerintahan
oteh Pemerintah Desa dan Badan Permtrsyawaratan Desa dalam
pengafur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asakrsul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyeleng ar aan pemerintahan desa.

\Mlayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutntya disebut
APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahaan
Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa
dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa

Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan Panutan dan suri
tuladan dibidang keagamaan didalam kehidupan sehari-hari.

Tokoh Profesi addlah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan
dibidang tertentu.

Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan
memahami adat serta tradisi masyarakat setempat.

Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang
dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan
menggerakkan kdlangan pemuda menuju kearah yang lebih baik
dan terarah.

Panitia MusyaraWah adalah suatu badan yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa, BPD dan Rukun tetangga sebagai Fasilitasi
Proses pemilihan Anggota BPD.

18. Partitia Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk
menentukan anggota BPD yang melaksanakan dengan cara
musyawarah mufakat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,
HAK DAN KEWAJIBAN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Pasal 2

(1) BPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerrntah Desa

(2) BPD nerupakan wahana untuk melaksanakan demokrasr
Pancasila

Pasal 3

BPD berftrngsi rnenetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

dan Perdturan Kepala Desa.
c- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d. membenfuk Panilia Pemilihan Kepala Desa.
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
f . menyusun tata tertib BPD.
g. dalam hal Anggota BPD tidak mengusulkan Pemberhentian Kepala

Desa yang disebabkan pelanggaran tugag dan fungsinya, maka
Bupatidapat memberhentikan tanpa usulan dari BPD.

h. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirhya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan.

i- BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat)
bulan seibelum berakhimya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 5
BPD mempunyai hak:
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat. -

Fasal 6

Anggota BPD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pernyataan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 7
Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a- mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan mentaah segala
peraturan perunda ng-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaran
Pemerintahan Desa;
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e.
f.

g-

h.

i.
j

c mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan

Negara Kesatuan Republik lndonesia;

d menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklan'1utt asptrast

masyarakat
memproses pemililran Kepala Desa;

mendahutukan kepentingan umum diatas kepentingan prlbadi'

kelompok dan golongan;
*"ngno.*ati iitai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat

setemPat;
*.".i"b, norna dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasYarakatan;
menjaga nama baik institusi BPD;

mematuni dan menjalankan sumpah janji pelantikan

Pasal 8

(1)BPDmempunyaikewajibanmenyampaikaninformasihasil
kinerjanYa kePada BuPati

(21 Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu

kalidalarn satu tahun

(3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan

atau Pada media cetak

(4) Penyampaian laporan meliputi hasil kinerja BPD maupun bantuan

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumtah penduduk Desa
yang bersangkutan, dengan ketentuan :

i. lumlan penduduk sampai dengan 750 jiwa sebanyak 5 orang

anggota;
O. ;umtafr penduduk 751 sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 7 orang

apggota;
c. lumtan penduduk 1501 sampai dengan 2250 jiwa sebanyak 9 orang

anggota; dan
d. jumlah penduduk lebih dari 2251 iiwa sebanyak 11 orang anggota-

Pasal 10

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutar
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat

(2) Anggota BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri da'i
Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemangru Adar'
Golongan Profesi, pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh
Masyarakat lainnya
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(3) Pelaksanaan Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud
pacja ayat \ i ) cj,laksanakan dengan membentuk Panitia

Mrty"*itah yang terdiri dari Pemerintah Desa, RW, RT dan BPD

serta disyahkan dergan menerbitkan Keputusan Bupatt

(4) Panitia musyawarah pembentukan BPD tidak diperbolehkan

menjadi Calon Anggota BPD-

Pasal 1 1

(1) Panitia MusYawarah bertugas :, 
a. menetapkan tata tertib dan tata cara musyawarah pembentukan

Anggota BPD,
b. me-mitin Peserta Musyawarah yang terdiri dari keterwakilan

Rukun warga, Rukun Tetangga dan tokoh masyarakat antara

tain tokoh igama, tokoh adat, golongan profesi dan tokoh

Anggota BPD yang merupakan wakil dari
bersangkutan berdasarkan keterwakilan

pemuda;
c. menjaring Calon

penduduk desa
wilayah;

calon anggota BPD diumumkand. peserta musYawarah dan
selama 7 x24iam

(2) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil

musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan jumlah

keanggotaan BPD

(3) Hasil musyawarah mufakat yang telah menetapkan anggota BPD
terpilih dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya Kepala
Desa mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui camat

(4) Keputusan Bupati tentang pengesahan Anggota BPD paling lambat
30 hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 12

(1) Syarat calon Peserta Musyawarah :

a. beltaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bertempat tinggdl didesa minimal 6 (enam) bulan berturut-turut;
c. keterwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Golongan Profesi

dan Tokoh Pemuda;
beiumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah;
tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang mempunydi kekuatan hukum tetap;
mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat;
bersedia dicalonkan menjadi peserta musyawarah.

Qi Peserta musyawarah tidak berhak mencalonkan diri dan
ji=lonkan menjadi anggota BPD dan apabila mencalonkan diri
sebagai calon anggota BPD maka harus mengundurkan diri dari
Peserta Musyawarah

(3) Pemerintah Desa dilarang menjadi Peserta Musyawarah

d.
e-
t.

g-

h.
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Pasal 13

lvlexanrsme musyawarah dan mufakat adalah .

a. rapat dilaksanakan dideea setempat;
b. rapat dipimpin oleh usia )€ng termuda dan tertua;
c. pergamtlilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah

mufaka\
d keputusan tertinggi adalah keputusan musyawarah

Pasat 14

Syarat calon anggota BPD adalah :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
b. bertempat tinggal didesa minimal 1 (satu) tahun berturut-turut;
c. berpendiciikan sekurang-kurangnya berijazah SLTP/ sederajat,
d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
e. sehat jasmanidan rohani;
t. tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. mengenaldaerah dan dikenal oleh masyarakat; dan
i. bersedia dicalonkan menjadianggota BPD.

Pasal 15

Masa kerja Panitia Musyawarah Pembentukan BPD berlaku selama 3
bulan sejak dibentuk.

BAB IV
KEAI{GGOTAAN

Pasal 16

Masa jabatan anggota BPD adaldh 6 (endrtr) tahun dan dapat
diangkaUdiusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

Pasal 17

(1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucap-kan
sumpah/janji secara bersamaan dihadapan masyarakat dan
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Sumpah janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akar
memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BPD dengan sebaiik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, Bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan
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i.ehrd".rpan [)e;nckrasl de n Llndan!:-iJrrdanq L]:;sar 1945 serta
rneiS E sa n e !.3 - seg ara itr':ia'iur-e n P e rurc; n! -:!-,c:l n! a n .dengan
selurus-lurusnia yanc i:erlai<u iJagl D.:sa, i)aerait, can lrjegara
KesaLran Repub{ik I rrccne:;i * -

Pasa.{ ',1,1

(1) Pimpinan BPD iercjiq clari 1 (:,:iuJ oianc iieir-::. "i (satu) orang
Wakil Ketua, Can '1 (selu) cirfii-r Selceians

(2) Pimpinan BPD dipiTil: s".:{:i;-,':,al:rr:"i"u e:;nr;ii;sui p:;:l:i i, 1,':-tt (1), dipilih
dari dan otreh Anggr:Le. E::;.-t s*c&ra fang:nril; L,.,,i;,r! i:tapat 8PD
yang ciiadakan secara lilru.ius

(3) Rapat Pemilihan Pii-npi:";;;:'; IJi:'D unti":l< r:e;-tama i,;:i iii;timpin oleh
anggota tertua dan citrani.L! ailgloie teimuna

i:": l'I | '' t l

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Flmri;ran BFD

{2) Rapat BPD dinyaiaili,.,rr :;:i-r apal,ll; tril'rl oili r , :il sel<urang-
kurangnya % (satr-r p.:r {jui..) eiari ii.rilleli il;'ii-:,-::.,.1 Bf)D, dan
l"reputusan ditetapf<a I'r lle reias;;-illri suara teil-r:: i-i:':, i:.

(3) Dalam haltertentu f?r';1:rt l-:i-i., (-'itvataliarr Sar, i,t-;1.:,it,- r.iiharliri oleh
sekurang-kurangnya ;Li3 {cla per tiEa) *::ri j;..r,: i,:,ril anggota
tsPD,dan keputusai"'i liiiei..:;r:la:r iengr;.r pelstl;.ii;r.,:.; l.:ekurang-
kurangnya % (satu 1:,:L r:iuli] r,i;,:rrltbah 1 (setui it,:,r"r i,.:ri',ii;,r anggota
8PD yang hadir

(4) Hasil rapat BPD diiria:ji.;tr, i_j:,*"r:ri1 lie!,u1.usan l,-ii-,,._i,,:,:l-r,jil*ngkapi
ciengan notulen rap[ .1:;-,1,,_ r.,,ur.ia{. oleh Seir.le,iaiti :-:ll]:,-,

11;ral 1,,*

Pimpinan, Anggota, can sekretaris BpD rnenerinra iurianc;,ii sesuai
dengan kemampuan keuangan Desa cjalarn ApBdesa

Pasal 2'?

(1) untuk Kegiatan BpD disediakan biaya operasicnal sesuai
kemampuan keuanqan Desa yang dikelola oleh sekretaris BpD

(2) 3ia'ya untuk kegiatan BPD ciiietapLan setiap tahun dalanr ApBDesa

BAts IV
L&R,qXGAhI- TIruDAKAN PENYI D { KAI",!,

P=M5ffi1-f;3{TIAN DAh{ P E h{ c G A f{ Tt A N A F.r rA R uv'A. ; ir t-r

Pasel 22

{i} eung*:an dffi anggota gpD ticlak diperboiehkan nrei.angkap
jabatan sebaoai Kepala Desa dan pei-angkat Desa
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Q\ Prmpinan dan anggota BPD dria;ang
a sebagai Felaksana ProYei'. l.s:
b merugikan kepentingan umum, nreresahkan sekelompok

masyirakat dan mendisknmrnastxa:, warga atau go{orEan

masyar:akat lairu
c. melakukan korupsi, kolusi, nepobsme dan menerima uang,

barang dary'atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

keputusan atau tirdakan yang akar: c 'akukannya;
d- menyalahgunakan wewenang;
e. ndanggar sulnpa{anf fabatan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD wajib

dilaporkan oleh Petugas Penyidik kepada Bupati

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati
paling lama 3 (tiga) hari

Pasal 24

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

a. meninggaldunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang

baru;
d. tidak lagi memenuhisyarat;
e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

glraturdn perundang-undang a n;
t. diberhentikan karena melangar sumpah/janji

Apabila anggota BPD tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-
turut maka pimpinan BPD berhak mengusulkan pemberhentian dan
pengangkatan anggota BPD yang baru

Usul pemberhentian Anggota BPD harus mendapat persetujuan 50
persen darijumlah Anggota BPD dalam rapat khusus BPD

Pasal 25

Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan
Keputusan Pemberhentian

Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak pengusulan

Pasal 26

A'rggota BPD yang diusulkan diberhentikan sebagaimana
Cimaksrd dalam Pasal 25 mempunyai hak untuk memberikan
penjelasan atau hak jawab atas tuduhan pelanggaraan

(1)

()\

/1\
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(2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran dan telah terbuktt

berdasarkan hasii lenyidi<an peiabai berwenang sebagaimana

dimaksud dalam pasat ia, gpO mengusuikan pemberhentran dan

penggantan antar waktr'r anggota BPD

Penggantianantarwaktt,sebagairmnadirnaksrrdpadaayat(2)
ditakukan rnetatui *u",ft;tr riutaxat dan atau diambil dari daftar

un,t perolenan sual-Goi hasil musyawarah pemilihan anggota

BPD

PengganUan anggota BPD Antar Waktu dilaksanakan dalam rapat

bFo-vr"g aipimln oteh Ketua atau Wakil Ketua;

BAB V
ASPIRASI NiASYARAKAT

Pasal 27

Setiap aspirasi masyarakat yang.diterima oleh Anggota BPD harus

tertebih dahutu didfi;g Oan iisaring untuk dibahas dalam rapat

anggota BPD

Hasilpembahasanaspirasimasyarakatsebagaimanadimaksud
pJi til merupakan Eiggungja*tio epo untuk menindaklanjuti

Setiap aspirasi yang diterima oleh BPD harus dicatat dan

dibukukan oleh Sekretaris BPD

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 28

(1)RapatBPDdilakukansekurang-kurangnyal(satu)kalidalamsatu
tahun dan dihadiri oleh sekuiang-kuiangnya dua pertiga jumlah

anggota BPD

(2)RapatBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ciipimpinKetua
BPD

(3) Dalam hal Ketua BPD berhatangan, rapat dipimpin oleh seorang

Wakil Ketua
,1) Pelaksanaa- k=leri':=. s:5a3?iT,e..e ci."naksud pada ayat (1) dan

ayat (2) drtetapxan oala!'n Peraturan Tata Tertib BPD

f@iE
pe=tu=: T== Is:: Fl =4T€z =rrn6L=rd dalam Pasal 28

ditetapkan dengan l{epr-trsan tsPD

Keputusan BPD sebagaimana dmat<suo pada ayat (1) dilaporkan

kepada Bupati melahi C.anat

/1\

(2)
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kerja BPD diatur
dalar.t Tata Te..rib BPD

BAB VII
PEHBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

( l) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi
penyelenggaraan tugas dan fungis BPD

(2) Pernbinaan dan Perganasan Pernerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi BPD;

b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi
BPD;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan
tungsi BPD:

d. memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan
tugas dan fungsi BPD;

(3) Pembinaan dan Pengawasan camat sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) meliputi :

a. menfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepata
Desa berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
BPD;

b. menfasilitasiteknis penyusunan tugas dan fungsi BpD;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Masa bakti anggota BPD yang ada saat ini tetap diakui dan
menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan diresmikannya
anggota BPD yang baru

Pasal 32
(1) seiama brelum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan

la:ra' ,^; se'u.L'h keientuan peraturan yang ada yang mengatur
mfflqeflar 8PD ornyatakan tetap berlaku

(2; (e=na.:a: 3e'ari-a!: sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yang
b,erterdano.an dan at:g tidak sesuai dengan Peraturan Oaeran ini
diaCan<a:, Fn:-@

BAB VI
KETENTUAN PENUruP
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(1)

(2)

Pasal 33

Ketentuan-ketentuan sebagaimana ormaksuo daram Peraturan
Daerah ini menladi pedoman dalam pengaturan mengenai BPD

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketenfuan
peraturan yang mengatur BPD dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
al 30 Juli 2007

TINGAN,

. 
paJwELA NG.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2OO7

FTt. SEKRE;TARIS DAERAH

/ -r(ABuP. AtE* KAflNGAN,

l-

IAN"DAERAH KABUPATEN KABUPATEN T"ATINGAN TAHUI.I 2C37

t^'ql

I
.l

NOMOR 9
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